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ALFIANSYAH. E0013035. RELEVANSI PEMBERHENTIAN KEPALA 
DAERAH UNTUK SEMENTARA KARENA TERLIBAT TINDAK 
PIDANA DITINJAU DARI GOOD GOVERNANCE (STUDI KASUS 
GUBERNUR DKI JAKARTA BASUKI TJAHAJA PURNAMA). 
Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme 
pemberhentian sementara kepala daerah yang diatur dalam Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan bagaimana pemberhentian 
sementara terhadap kasus Gubernur Dki Jakarta Basuki Tjahaja Purnama ditinjau 
dari prespektif good governance. 
Penulisan hukum ini termasuk penelitian hukum normative, bersifat perskriptif. 
Pendekatan yang digunakan penulis adalah pendekatan perundang-undangan dan 
pendekatan kasus. Sumber hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum 
primer dan bahan hukum sekunder. Teknis analisis data yang digunakan dalam 
penelitian ini  metode silogisme yang menganalisis hukum dalam kenyataan. 
Kepala daerah dalam menjalankan pemerintahannya dituntut untuk melaksanakan 
asas-asas pemerintahan yang baik atau biasa disebut good governance, tetapi 
dalam keberjalanannya tidak semua kepala daerah berhasil melaksanakan good 
governance karena buruknya birokrasi, transparansi atau terlibat tindak pidana. 
Penulisan hukum ini mengkaji permasalahan Gubernur DKI Jakarta Basuki 
Tjahaja Purnama yang terlibat tindak pidana. 
 












ALFIANSYAH. E0013035. THE RELEVANCE OF LOCAL LEADERS’ 
TEMPORARY TERMINATION DUE TO THEIR INVOLVEMENT IN 
CRIME VIEWED FROM GOOD GOVERNANCE (A CASE STUDY ON 
THE GOVERNOR OF DKI JAKARTA, BASUKI TJAHAJA PURNAMA). 
This study aimed to find out the mechanism of temporary termination for local 
leaders as governed in Law Number 23 of 2014 about Local Government and the 
implementation of temporary termination in the case of Governor of DKI Jakarta, 
Basuki Tjahaja Purnama, viewed from good governance perspective.   
This study was a normative law research that was prescriptive in nature. The 
approaches used were statute and case ones. The legal source used consisted of 
primary and secondary law materials. Technique of analyzing data used in this 
research was syllogism method analyzing the law in reality.   
Governor are required to implement good governance principles in organizing 
their government, however in its course, not all local leaders implement good 
governance successfully due to bad bureaucracy, less transparency and 
involvement in crime. This study was intended to study the problems faced by the 
Governor of DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, who were involved in a crime.     
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